PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NO. 8

SERI. E

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR: 9 TAHUN 2008
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005-2025

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ooa.

GUBERNUR JAWA BARAT,

bahwa Provinsi Jawa Barat memerlukan
perencanaan pembangunan jangka panjang
sebagai landasan, arah dan prioritas
pembangunan secara menyeluruh, yang
dilakukan secara bertahap dan
berkesinambungan, untuk mewujudkan
masyarakat Jawa Barat yang maju dan
sejahtera;
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Mengingat

b. bahwa Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025
mengamanatkan penetapan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan
Peraturan Daerah;

c. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b,
merupakan dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 20 (dua
puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005
sampai dengan 2025, sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c,
perlu menetapkan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2005-2025 dengan Peraturan Daerah;

: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara
tanggal 4 Juli 1950);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
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Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Perundang-undangan  (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan = Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun
2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4725);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran
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10.

11.

12.

13.

Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006
tentang Tata  Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun
2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3
Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 13 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Menetapkan

dan
GUBERNUR JAWA BARAT
MEMUTUSKAN :

: PERATURAN  DAERAH  TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 - 2025.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintahan Daerah adalah

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
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